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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tujuh penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “ Strategi Sosialisasi 

Program E-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Surabaya”. Untuk lebih jelas dan detail terhadap 

penelitian terdahulu dapat di lihat dari tabel berikut : 

 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Nama Peneliti, Tahun, 

Judul Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1.  

Sisilia Abdurrohman, 

Tjahjanulin Domai, 

Muhammad 

Shobarrudin (2014) 

 

Implementasi 

program E-Filing 

dalam upaya 

peningkatan 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi (Studi 

pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Bojonegoro). 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif 

dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif 

diguakan untuk 

menganalisisis 

penerapan electronic 

government dalam 

modernisasi perpajakan. 

 

Langkah-langkah dalam 

implementasi pada KPP 

Pratama Bojonegoro telah 

sesuai dengan teori 

pendekatan prosedural 

atau manajerial dalam 

proses implementasi. 

Namun implementasi e-

Filing belum berperan 

secara optimal dalam 

peningkatan kepatuhan 

pajak. Hal tersebut terjadi 

karena e-Filing belum 

mampu menghilangkan 

faktor perbedaan individu 

yang berpengaruh pada 

tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

2. 

Mirza Ayu Sugiharti, 

Suhadak , Rizki 

Yudhi Dewantara 

(2015) 

 

Analisis efektivitas 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah explanatory 

research. Penelitian 

explanatory reasearch 

adalah penelitian yang 

Efektivitas sistem dan 

kelayakan sistem secara 

simultan (bersama-sama) 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan wajib pajak 
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dan kelayakan sistem 

pelaporan pajak 

menggunakan E-

Filling terhadap 

kepuasan wajib pajak 

(studi pada KPP 

Pratama Malang 

Utara Periode 2015). 

menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-

variabel melalui 

pengujian hipotesis. 

(singarimbung 2006:5) 

 

orang pribadi. Hasil 

pengujian diperoleh bukti 

empiris bahwa 

keseluruhan variabel 

bebas berpengaruh 

terhadap kepuasan wajib 

pajak orang pribadi. 

Berdasarkan hasi uji 

parsial, maka dapat 

diketahui efektivitas 

sistem berpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan wajib 

pajak orang. Kelayakan 

sistem juga berpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan wajib 

pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Malang 

Utara.Kelayakan sistem 

merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh 

dominan terhadap 

kepuasan wajib pajak 

orang pribadi. Hal 

tersebut menunjukkan 

bahwa sistem e-filing 

layak sebagai sarana 

pelaporan pajak sehingga 

menimbulkan kepuasan 

yang dirasakan oleh wajib 

pajak orang pribadi dalam 

melaporkan pajak 

terhutang. 

3. 

Dewa Gede Satria A., 

Gede Adi Yuniarta, 

Ni Kadek Sinarwati 

(2017) 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif karena 

Hasil analisis pengujian 

hipotesis dengan 

menggunakan analisis 

regresi berganda dapat 
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Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kepuasan wajib pajak 

dalam menggunakan 

E-Filling. 

 

pengukuran dilakukan 

dengan angka-angka. 

Obejeknya adalah 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

efektifitas dalam 

menggunkan E-Filling, 

serta subjeknya adalah 

wajib pajak. 

 

ditarik kesimpulan yaitu 

Kegunaan Aplikasi e-

filing, kemudahaan 

aplikasi e-filing dan 

Kesiapan Teknologi wajib 

pajak berpengaruh positif 

terhadap kepuasan wajib 

pajak, , selain itu variabel 

kegunaan aplikasi e-filing, 

kemudahan aplikasi e-

filing, kesiapan teknologi 

wajib pajak secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan wajib 

pajak dalam 

menggunakan e-filing. 

4. 

Ajat Sudrajat, Arles 

Parulian Ompusunggu 

(2015) 

 

Pemanfaatan 

teknologi Informasi, 

Sosialisasi Pajak, 

Pengetahuan 

Perpajakan, dan 

Kepatuhan Pajak. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kuantitatif, 

penelitian ini mengkaji 

empat variabel, yaitu 

tiga independent 

variable dan satu 

dependent variable. 

Independent variable 

terdiri atas pemanfaatan 

teknologi informasi 

(X1), sosialisasi pajak 

(X2), dan pengetahuan 

wajib pajak (X3). 

Sedangkan dependent 

variable adalah 

kepatuhan wajib pajak 

(Y). Jenis metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

metode survei. Jenis 

data yang digunakan 

Peningkatan kualitas 

pelayanan yang diberikan 

perlu adanya kerjasama 

antara Kementrian 

Komunikasi dan 

informasi dengan 

Kementrian Keuangan 

dalam hal pengadaan 

internet yang mudah 

dijangkau oleh 

masyarakat, sehingga 

Wajib Pajak diharapkan 

lebih mudah mengakses 

dan melaksanakan 

kewajiban perpajakan 

sesuai Peraturan dan 

Undang Undang 

Perpajakan yang berlaku.  

Peningkatan aktivitas 

sosialisasi pajak terhadap 

wajib pajak yang 

terdaftar. Dalam rangka 
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dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data 

ini dapat dikumpulkan 

dengan beberapa cara, 

antara lain: kuisioner, 

observasi, dan hasil 

pengujian 

 

 

meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan Wajib 

Pajak mengenai 

pentingnya pajak yaitu 

melakukan promosi 

tentang pajak melalui 

sosial media, sehingga 

tumbuh tax minded 

ditengah masyarakat. 

Ditumbuhkan kesadaran 

bahwa membayar pajak 

adalah kewajiban yang 

melekat kepada setiap 

individu untuk 

kesejahteraan bersama. 

5. 

Rino Ardhian 

Nugroho, Christoper 

Danesh Abraham 

(2017) 

 

Implementasi Strategi 

KPP Pratama 

Surakarta dalam 

Meningkatkan 

Pengguna E-filing di 

Kota Surakarta. 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif. Penentuan 

informan dalam 

penelitian ini 

menggunakan teknik 

purposive sampling, 

yaitu dipilih dengan 

pertimbangan informan 

mengetahui data yang 

dibutuhkan. Metode 

pengumpulan data 

melalui wawancara dan 

studi dokumentasi. 

Pemeriksaaan keabsahan 

data pada penelitian ini 

digunakan triangulasi 

sumber, teknik analisis 

menggunakan teknik 

analisis interaktif.  

Implementasi strategi 

dalam meningkatkan 

pengguna e-filing sudah 

berjalan dengan baik, dari 

program, anggaran, 

prosedur dan aspek sosial. 

Hal ini dapat diketahui 

dari program dan kegiatan 

yang menunjang 

pencapain target 

pengguna e-filing tersebut 

dapat direalisasikan 

dengan baik, kegiatan 

program jemput bola, 

kelas pajak, sosialisasi, 

kampanye e-filing. 

6. Gusma Dwi Avianto, Dalam penelitian ini E-filing dapat 
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Sri Mangesti Rahayu, 

Bayu Kaniskha 

(2016) 

 

Analisa Peranan E-

Filing dalam Rangka 

Meningkatkan 

Kepatuhan Pelaporan 

Surat Pemberitahuan 

Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi (Studi 

Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Malang 

Selatan). 

jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif.Penelitian ini 

menggunakan data 

primer dan data 

sekunder. Sumber data 

primer diperoleh 

langung dari lapangan 

atau yang langsung 

dikumpulkan dari 

sumbernya (informan) 

yang berhubungan 

dengan obyek 

penelitian. Sumber data 

sekunder diperoleh 

secara tidak langsung 

yaitu diperoleh dari 

dokumen profil KPP 

Pratama Malang 

Selatan, peraturan 

terkait pelaksanaan E-

Filing dan data statistik 

terkait jumlah pelaporan 

E-Filing. Teknik 

pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah 

dengan wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi.  

 

 

menumbuhkan suatu 

kepatuhan sukarela bagi 

wajib pajak melalui 

program pelayanannya 

yang baik dan prosedur 

yang sederhana serta 

memudahkan wajib pajak. 

Faktor pendukung antara 

lain terdapat wajib pajak 

yang secara pribadi 

menyadari kewajibannya 

sebagai wajib pajak, rasa 

ingin mencoba layanan 

aplikasi tersebut, 

sosialisasi, dan jaringan 

internet.  

Faktor penghambat antara 

lain pengetahuan wajib 

pajak yang masih kurang 

tentang teknologi maupun 

internet dan kurang 

pahamnya wajib pajak 

tentang hak dan 

kewajiban sebagai wajib 

pajak. Kemudian sulitnya 

meyakinkan wajib pajak 

dikarenakan rasa keragua-

raguan yang timbul 

tentang bagaimana dan 

apakah program yang 

baru ini memang lebih 

baik dari sebelumnya dan 

pandangan masyarakat 

tentang pengisian SPT 

yang rumit. 

7. 

Nanik 

Ermawati, 

Zamrud 

Jenis penelitian ini 

adalah Explanatory 

Research. Pengujian 

Persepsi kegunaan 

berpengaruh terhadap 

minat wajib pajak dalam 
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Mirah 

Delima 

(2016) 

 

Pengaruh Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan, Persepsi 

Kegunaan, dan 

Pengalaman Terhadap 

Minat Wajib Pajak 

Menggunakan Sistem 

E-Filing (Studi Kasus 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di Kabupaten 

Pati). 

hipotesis ini akan 

memperkuat teori atau 

bahkan menolak teori 

yang sudah pernah 

dilakukan sebuah 

pengujian. Sampel 

penelitian ini adalah 

wajib pajak orang 

pribadi yang pernah 

melaporkan SPT melalui 

E-Filing atau yang telah 

mengetahui manual dari 

aplikasi E-Filing tapi 

belum pernah 

mencobanya secara 

langsung. 

menggunakan E Filing. 

Persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh 

terhadap minat wajib 

pajak dalam 

menggunakan E Filing. 

Pengalaman dalam 

menggunakan E Filing 

berpengaruh terhadap 

minat wajib pajak dalam 

menggunakan E Filing. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pajak  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H, dalam Resmi (2015), 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment. 

Menurut Ismono Hadi (2007) menjelaskan beberapa fungsi pajak yang 

diantaranya :  

1. Fungsi Budgeter  

Digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang akan 

digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

2. Fungsi Reguler  

Sebagai pengontrol atau pengatur perekonomian guna menuju 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, cepat, mengadakan 

distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.  

3. Fungsi Sosial  

Pemerataan pendapatan dan hak milik seseorang diakaui dalam 

fungsi dan pemanfaatannya yang tidak boleh bertentangan dengan 
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kepentingan masyarakat atau bisa dikatakan bahwa besarnya 

pemungutan pajak harus dapat disesuaikan dengan kekayaan 

sesorang. 

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan Self Assessment 

System dimana wajib pajak berhak menghitung dan melaporkan pajak 

oleh wajib pajak sendiri. Untuk mempermudah sistem pelaporan pajak 

di Indonesia diterapkan sistem E-Filing.  

 Menurut Liberti Pandiangan (2008) “Modernisasi perpajakan 

dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan good governance, clean 

governance dan pelayanan prima kepada masyarakat”. 

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program 

perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut 

dengan modernisasi (DJP, 2007). Perubahan - perubahan yang 

dilakukan meliputi:  

1. Bidang struktur organisasi, dengan adanya posisi baru yaitu 

Account Representative (AR). Bertugas memberikan bantuan 

konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan 

peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2. Perbaikan business process dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Keberadaan manajemen penanganan 

keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi 

sebagai pengawasan internal (built in control system), maupun 

penyempurnaaan manajemen arsip dan pelaporan.  

3. Manajemen sumber daya manusia. Mapping kepada seluruh 

pegawai untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik dari 

setiap pegawai, sehingga dalam penempatan bidang pekerjaan 

dapat disesuaikan dengan kemampuannya.  

4. Good governance, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan 

terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance yang 

mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi 

masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang 

kompeten. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

penyerahan sebagian harta dari warga negara kepada negara yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan negara, 

sedangkan untuk modernisasi perpajakan adalah sebuah reformasi 

administrasi perpajakan untuk menerapkan prinsip good governance. 
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Modernisasai perpajakan dilakukan untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik lagi dan kemudahan  pada wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

 

2.2.2 Sosialisasi Pajak 

Menurut Putri et al (2012), yang menyimpulkan bahwa sosialisasi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti 

bahwa pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi 

perpajakan merupakan hal penting mengingat semakin maraknya aksi 

penghindaran pajak atau tax evasion yang berakibat akan mengurangi 

masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang 

masuk ke kas negara. 

Kemudian Saragih (2013:13) menyatakan bahwa “sosialisasi 

perpajakan adalah sebagai bentuk  upaya dari Direktorat Jenderal Pajak 

untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada 

masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai 

segala  sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang 

perpajakan”. 

Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80), Sosialisasi 

perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk 

memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya 

Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan 

baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode 

yang tepat.  

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya diperlukan strategi yang tepat agar wajib pajak 

sadar pentingnya melaporkan pajaknya. Ada enam unsurStrategi 

Sosialisasi Perpajakanmenurut Winerungan (2013), yaitu sebagai 

berikut : 

1. Publikasi (Publication)  

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media 

komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun 

media audiovisual sperti radio ataupun televisi.  

2. Kegiatan (Event)  

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan 

aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program 

peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-
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momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur 

nasional dan lain sebagainya.  

3. Pemberitaan (News)  

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu 

menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana 

promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalamm bentuk 

berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat 

menerima informasi tentang pajak.  

4. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)  

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk 

mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim 

budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk 

bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi 

pajak dibuka.  

5. Pencantuman Identitas (Identity)  

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai 

media yang ditujukan sebagai sarana promosi.  

6. Pendekatan Pribadi (Lobbying)  

Pengertian Lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan 

secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari uaraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak dapat 

memberi pemahaman kepada wajib pajak tentang kewajibannya, hal 

tersebut juga dapat dilakukan sebagai pencegahan penghindaran pajak 

yang dilakukanoleh wajib pajak. 

 

2.2.3 Kepatuhan Pajak 

Menurut (Supramono & Damayanti, 2005) kepatuhan dalam hal 

perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan 

khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-

undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 

merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak 

bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan 

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan 

pajaknya tersebut (Elia Mustikasari, 2006). 

Menurut Nurmantu (2003:148) menyatakan kepatuhan dalam 

perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajibpajak memenuhi semua 
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kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan undang-undang perpajakan. 

2. Kepatuhan material, yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, 

lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan 

dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem 

perpajakan modern. Namun tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena 

masyarakat belum patuh memenuhi kewajiban dalam hal mendaftar 

menjadi Wajib Pajak, membayar dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak 

merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan oleh wajib 

pajak karena berkaitan dengan wajib pajak patuh dalam melaporkan 

pajaknya maka akan membantu mensejahterakan negara. 

 

2.2.4 Electronic Government 

Menurut Zweers dan Plangue mendefenisikan electronic 

government antara lain: “electronic government berhubungan dengan 

penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara 

elektronis oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, 

menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. 

 Hasil pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk 

mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru yang mereka istilahkan 

Electronic Goverment (e-Government). Richardus, (2004: xi). 

Menurut UNDP definisi e-Government sebagai berikut:  

“E-Government is the application of Information and Tecnology 

Communication (ICT) by government agencies” (e-Government adalah 

aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah) ( 

Indrajit, 2004). 

 Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-

Goverment adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mempromosikanpemerintah yang lebih effisien dan penekanan 

biaya yang efektif, kemudianfasilitas layanan terhadap masyarakat 

umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada 

masyarakat. 
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 Menurut The World Bank Group, E-Government adalah sebagai 

upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. 

Falih Suaedi, Bintoro Wardianto (2010:54). 

 Menurut Yogi Suprayogi (2011: 206) E-Government bertujuan 

untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warga negara, bisnis 

yang lebih mudah, nyaman, transparan, murah dan efektif. E-

government memfasilitasi pengiriman cepat lengkap informasi, luas 

penyebaran informasi membantu memberdayakan warga negara dan 

memfasilitasi pengambilan keputusan. 

 Rahardjo (2001) menjelaskan bahwa manfaat - manfaat dari 

diterapkannya e-government sebagai berikut:  

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi 

dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. 

Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik 

datang ke kantor pelayanan dan tanpa betemu secara face to face .  

2. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, 

dan masyarakat umum (public) sehingga adanya keterbukaan 

(transparancy) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak 

menjadi lebih baik.  

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah 

diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat 

akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara 

online.  

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, 

koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau 

bahkan video conferencing.  

 Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 pengembangan E-

Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraaan 

kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. 

Menurut Hadwi Soendjojo dalam penelitian Yunus Jackson Obeng 

(2005:134) Pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 

(empat) tingkat yaitu: 

1. Tingkat Pertama (Persiapan) 

a. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi 

setiap lembaga; 
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b. Sosialisai situs web untuk internal dan publik. 

2. Tingkat Kedua (Pematangan) 

a. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif; 

b. Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain. 

3.  Tingkat Ketiga (Pemantapan) 

a. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik; 

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga 

lain. 

4.  Tingkat Keempat (Pemanfaatan) 

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to 

Government (G2G), Government to Business (G2B), Government 

to Citizens/consumers (G2C). 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa electronic government 

merupakan perkembangan dari teknologi dan informasi yang digunakan 

oleh pemerintah untuk memudahkan interaksi dengan masyarakat, juga 

untuk memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien. 

 

2.2.5 E-Filing 

Wujud dari sistem administrasi perpajakan yang modern pemerintah 

menyediakan pelayanan yang berbasis elektronik yaitu dengan adanya 

e-system, salah satu bentuk dari e-system yang digunakan untuk 

mewujudkan administrasi perpajakan yang modern adalah dengan 

adanya program E-Filing.  

 Menurut Liberty Pandiangan (2007: 38)E-filing adalah layanan 

pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak 

secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan 

memanfaatkan jaringan komunikasi internet. 

 Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:132) mendefinisikan e-filing 

sebagai berikut :  

Merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real 

Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi ( aplication service provider) yang telah ditunjuk 

DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. 

 Menurut Fidel (2010) E-Filing adalah sistem online yang terhubung 

lewat internet untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi maupun 

badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui 

website Direktorat Jendral Pajak yaitu www.pajak.go.id atau ASP 

(Aplication Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi). Sistem E-Filing 

http://www.pajak.go.id/
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ini memudahkan wajib pajak dalam sistem pelaporan pajak sehingga 

wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan 

menunggu tanda terima secara manual. 

 Dari uraian diatas maka E-filing merupakan penerapan dari e-

government sistem yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam 

melaporkan pajaknya. E-filing ditujukan untu memudahkan wajib pajak 

sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor pajak serta dapat mengemat 

biaya dan waktu yang harus dikeluarkan ketika masih melaporkan SPT 

nya secara manual. 

 

2.2.6 Alur E-Fling 

Untuk memudahkan wajib pajak Direktorat Jenderal pajak membuat 

tata cara melaporkan SPT secara online menggunakan e-filing. Gambar 

dibawah ini menunjukkan tata cara mengaktivasi EFIN karena sebelum 

melakukan pelaporan menggunakan e-filing wajib pajak terlebih dahulu 

harus memiliki EFIN. 

 

Gambar 2.1 Alur Aktivasi EFIN 

 
Sumber : PJ.091/KUP/S/006/2018-00 
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Setelah mendapatkan EFIN wajib pajak bisa mengikuti tata cara 

menggunakan e-filing yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak, seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 Alur e-Filing 

 
Sumber : PJ.091/KUP/S/006/2018-00 
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2.1 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

secara elektronik, menurut 

Peraturan Menteri 

Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 

9/PMK.03/2018 tentang 

perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2014 

tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

 

Melalui program e-filing, 

Menurut Fidel (2010) E-

Filing adalah sistem online 

yang terhubung lewat 

internet untuk mempermudah 

wajib pajak orang pribadi 

maupun badan dalam 

menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) melalui 

website Direktorat Jendral 

Pajak yaitu 

www.pajak.go.idatau ASP 

(Aplication Service 

Provider/Penyedia Jasa 

Aplikasi). 

Menurut Winerungan (2013) 

strategi sosialisasi perpajakan 

meliputi : 

1. Publikasi 

(Publication) 

2. Kegiatan (Event) 

3. Pemberitaan (News) 

4. Keterlibatan 

Komunitas 

(Community 

Involvement) 

5. Pencantuman Identitas 

(Identity) 

6. Pendekatan Pribadi 

(Lobbying) 

Menurut Nurmantu 

(2003:148) 

Kepatuhan material, 

yaitu wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, 

lengkap, dan benar 

Surat Pemberitahuan 

(SPT) sesuai ketentuan 

dan menyampaikan ke 

KPP sebelum batas 

waktu berakhir. 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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